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Dokumen ini adalah milik DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP KOTA DENPASAR
Dilarang menggandakan sebagian maupun secara keseluruhan dengan cara apapun 
tanpa seijin DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP KOTA DENPASAR
1. TUJUAN
Prosedur ini bertujuan untuk menetapkan tata cara pengendalian pelaksanaan penanaman modal, baik yang masih dalam tahap konstruksi (tahap pembangunan) maupun penanaman modal yang telah produksi/operasi komersial (telah ada ijin usaha).

2. RUANG LINGKUP
Prosedur ini menerangkan tata cara pengendalian pelaksanaan penanaman modal yang terdiri dari kegiatan pemantauan, pembinaan dan pengawasan penanaman modal.

3. DASAR HUKUM
3.1. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.
3.2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
3.3. Peraturan Kepala BKPM Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara Izin Prinsip Penanaman Modal.
3.4. Peraturan Kepala BKPM Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal.
3.5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 16 Tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Fasilitas Penanaman Modal.
3.6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 17 Tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal.
3.7. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Denpasar.
3.8. Peraturan Walikota Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan.
3.9. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 13 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Jabatan Dinas Daerah.

4. DEFINISI
4.1. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh Penanam Modal Dalam Negeri maupun Penanam Modal Asing, untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia.
4.2. 	Penanam Modal Dalam Negeri adalah perseorangan warga negara Indonesia, badan usaha Indonesia, negara Republik Indonesia, atau daerah yang melakukan penanaman modal di wilayah Negara Republik Indonesia.
4.3. Penanaman Modal Dalam Negeri, yang selanjutnya disebut sebagai PMDN adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh Penanam Modal Dalam Negeri dengan menggunakan modal dalam negeri.
4.4. Penanam Modal Asing adalah perseorangan warga negara asing, badan usaha asing, dan/atau pemerintah asing yang melakukan Penanaman Modal di wilayah Negara Republik Indonesia.
4.5. Penanaman Modal Asing, yang selanjutnya disingkat PMA adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh Penanam Modal Asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan Penanam Modal Dalam Negeri. 
4.6. Izin Prinsip Penanaman Modal, yang selanjutnya disebut Izin Prinsip, adalah izin yang wajib dimiliki dalam rangka memulai usaha.
4.7. Pemantauan adalah kegiatan yang dilakukan untuk memantau dan mengevaluasi perkembangan pelaksanaan penanaman modal yang telah mendapat perizinan penanaman modal.
4.8. Pembinaan adalah kegiatan bimbingan kepada Penanam Modal untuk merealisasikan Penanaman Modalnya dan fasilitasi penyelesaian permasalahan atas pelaksanaan kegiatan Penanaman Modal.
4.9. Pengawasan adalah upaya atau kegiatan yang dilakukan guna mencegah dan mengurangi terjadinya penyimpangan terhadap ketentuan pelaksanaan Penanaman Modal dan penggunaan fasilitas Penanaman Modal. 
4.10. Laporan Kegiatan Penanaman Modal, yang selanjutnya disebut LKPM adalah laporan mengenai perkembangan realisasi penanaman modal dan permasalahan yang dihadapi penanam modal yang wajib dibuat dan disampaikan secara berkala.

5. KETERKAITAN
5.1. SOP Surat Menyurat


6. PERINGATAN
6.1. Pelaksana bertanggung jawab atas pelaksanaan seluruh aktivitas yang telah ditetapkan.
6.2. Segala bentuk penyimpangan atas mutu baku dari SOP ini, dikategorikan sebagai bentuk kegagalan yang harus dipertanggungjawabkan oleh Pelaksana.
6.3. Apabila SOP ini tidak dijalankan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan, maka akan berpengaruh pada perubahan realisasi potensi investasi.

7. KUALIFIKASI PELAKSANA
7.1. Memahami peraturan perundang-undangan mengenai perijinan, serta peraturan perundang-undangan lain sesuai bidang tugasnya
7.2. Mampu mengoperasikan komputer
7.3. Memahami tata naskah dinas mengenai persuratan

8. PERALATAN DAN PERLENGKAPAN
8.1. Ruang Kerja
8.2. Meja
8.3. Kursi
8.4. Komputer
8.5. Printer
8.6. ATK
8.7. Mobil operasional kantor

9. URAIAN PROSEDUR
9.1. Pemantauan Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
9.1.1. Kepala Seksi Pemantauan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal membuat rencana Pemantauan Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal.
9.1.2. Berdasarkan Rencana Pemantauan Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, Petugas Pemantauan dan Pengawasan membuat jadwal pemantauan kegiatan pengendalian pelaksanaan penanaman modal ke perusahaan-perusahaan, surat pemberitahuan kepada perusahaan-perusahaan yang akan dipantau, dan surat undangan kepada Tim Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal.
9.1.3. Staf Sub Bagian Umum mengirim surat pemberitahuan kepada perusahaan-perusahaan yang akan dipantau dan surat undangan kepada Tim Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal.
9.1.4. Tim Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal melaksanakan Kegiatan Survei Lokasi.

9.2. Pembinaan Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
9.2.1. Kepala Seksi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal membuat rencana Pembinaan Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, baik berupa kegiatan survei lokasi, sosialisasi, ataupun kegiatan semiloka penanaman modal.
9.2.2. Berdasarkan Rencana Pembinaan Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, Petugas Pembinaan membuat jadwal pelaksanaan kegiatan pembinaan.
9.2.3. Untuk kegiatan pembinaan yang memerlukan kegiatan survei lokasi ke perusahaan-perusahaan, Petugas Pembinaan membuat surat pemberitahuan kepada perusahaan-perusahaan yang akan dilakukan pembinaaan, dan surat undangan kepada Tim Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal. 
9.2.4. Staf Sub Bagian Umum mengirim surat pemberitahuan kepada perusahaan-perusahaan yang akan dibina dan surat undangan kepada Tim Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal.
9.2.5. Tim Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal melaksanakan Kegiatan Survei Lokasi.

9.3. Pengawasan Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
9.3.1. Kepala Seksi Pemantauan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal membuat rencana Pengawasan Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, sebagai tindak lanjut dari hasil pembinaan maupun evaluasi atas pelaksanaan penanaman modal, serta adanya indikator penyimpangan atas ketentuan pelaksanaan penanaman modal.
9.3.2. Berdasarkan Rencana Pengawasan Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, Petugas Pemantauan dan Pengawasan membuat jadwal pelaksanaan kegiatan pengawasan.
Dalam hal terdapat indikasi penyimpangan/pelanggaran terhadap pelaksanaan perijinan penanaman modal, pengawasan dapat dilakukan tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada pihak perusahaan.
9.3.3. Untuk kegiatan pengawasan yang memerlukan kegiatan survei lokasi ke perusahaan-perusahaan, Petugas Pemantauan dan Pengawasan membuat surat pemberitahuan kepada perusahaan-perusahaan yang akan dilakukan pengawasan dan surat undangan kepada Tim Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal serta Surat Perintah Tugas (SPT). 
9.3.4. Staf Sub Bagian Umum mengirim surat pemberitahuan kepada perusahaan-perusahaan yang akan diawasi dan surat undangan kepada Tim Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal.
9.3.5. Tim Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal melaksanakan Kegiatan Survei Lokasi.

9.4. Survei Lokasi Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
9.4.1. Tim Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal melakukan rapat koordinasi rencana pelaksanaan survei dan hasilnya akan ditulis dalam Notulen Rapat.
9.4.2. Tim Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal melakukan kegiatan Pemantauan, Pembinaan maupun Pengawasan Penanaman Modal sesuai dengan jadwal yang telah dibuat.
9.4.3. Saat pelaksanaan survei, Tim Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal memeriksa data realisasi penanaman modal yang tercantum dalam LKPM yang disampaikan oleh perusahaan secara berkala dan data perijinan daerah yang dimiliki oleh perusahaan.
9.4.4. Tim Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal menuliskan hasil pemeriksaan dalam Cheklist dan Laporan Hasil Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang dibuat dalam 2 rangkap, sebagai:
1. Arsip perusahaan, untuk digunakan sebagai pedoman dalam menindaklanjuti hasil kegiatan pemantauan.
2. Arsip Tim Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, untuk dilampirkan dalam berkas perusahaan.


9.5. Laporan Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
9.5.1. Masing-masing Kepala Seksi membuat Laporan Triwulan Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal untuk disampaikan kepada Kepala Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dan Informasi Penanaman Modal, kemudian Kepala Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dan Informasi Penanaman Modal menyampaikan Laporan Triwulan Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris untuk selanjutnya dikirim ke DPMPTSP Provinsi Bali dan BKPM RI.
9.5.2. Apabila dari hasil kegiatan pengendalian pelaksanaan penanaman modal ditemukan perusahaan yang melakukan penyimpangan/pelanggaran terhadap pelaksanaan perijinan penanaman modal, maka untuk penanaman modal asing, Kepala Bidang membuat Surat Rekomendasi Pembatalan/Pencabutan Ijin Prinsip dan Ijin Usaha Penanaman Modal Asing ke BKPM RI yang ditandatangani oleh Kepala Dinas.

10. PENCATATAN DAN PENDATAAN
10.1. Rencana Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
10.2. Jadwal Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
10.3. Surat Pemberitahuan Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal ke Perusahaan-perusahaan
10.4. Surat Undangan Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
10.5. Surat Perintah Tugas (SPT)
10.6. Notulen Rapat
10.7. Cheklist Kegiatan Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal
10.8. Laporan Hasil Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
10.9. Laporan Triwulan Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
10.10. Surat Rekomendasi Pembatalan/Pencabutan Ijin Prinsip dan Ijin Usaha Penanaman Modal Asing
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